BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 60
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN,DAN TATA KERJA
ORGANISASIPERANGKAT DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka
PeraturanBupatiTemanggungNomor 60 Tahun 2016
tentangKedudukan, SusunandanTata
KerjaOrganisasiPerangkatDaerah
KabupatenTemanggungsebagaimanatelahdiubahdengan
PeraturanBupatiTemanggungNomor 41 Tahun 2018
tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiTemanggungNo
mor 60 tahun 2016 TentangKedudukan,
SusunandanTata KerjaOrganisasiPertangkat Daerah
KabupatenTemanggungperludisesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkanPeraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan,dan Tata
KerjaOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten
Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor6, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23
Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



Menetapkan

TambahanLembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temangung Tahun 2016Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016
tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016
Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor
60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan
dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 60 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 Nomor 60)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan
dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai

berikut :



1. Ketentuan Pasal 12diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi
Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Permukiman,terdiri dari:
a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub BagianPerencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub BagianUmumdanKepegawaian.

c. BidangBinaMarga, membawabhi:
1. SeksiJalan;
2. SeksiJembatan; dan
3. SeksiPerencanaandanPengawasan.

d. BidangSumberDaya Air, membawahi:
1. SeksiBendung;
2. Seksilrigasi; dan
3. SeksiPengelolaan dan PenataanSumberDaya Air.
e. BidangCiptaKarya, PerumahandanKawasanPermukiman, membawabhi:
1. SeksiPenataanBangunan;
2. SeksiPengembangan Air MinumdanPenyehatanLingkungan; dan
3. SeksiPengembanganPerumahandanPermukiman.

f. Bidang Tata RuangdanPertanahan, membawahi:
1. SeksiPerencanaan Tata Ruang;
2. SeksiPemanfaatandanPengendalian Tata Ruang; dan
3. SeksiPertanahan.

g. Bidang Tata Kota danBinaKonstruksi, membawahi:

1. SeksiPertamanan;

2. SeksiPeneranganJalanUmum; dan

3. SeksiSaranaPrasaranaKawasandanBinaKonstruksi.
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala
Bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.



(8) PelaksanaantugasJabatanFungsionaldanpolahubungankerjadJabatanFungs
ionaldiaturlebihlanjutolehKepalaDinas.

(9) BaganOrganisasiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
KawasanPermukimansebagaimanatercantumdalamLampiran, yang
merupakan bagian tidak terpisahkandariPeraturanBupatiini.

2. Ketentuan Peralihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang lama tetap
menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Pasalll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZI
Diundangkan di Temanggung Q

pada tanggal 1 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

SUYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinansesuaidenganaslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA TEMANGGUNG,

RUSLIANA INDRAWATI, SH, M.HUM
Pembina Tingkatl
NIP. 19611027 198903 2 001




